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Jahwa  dalam rangka  mewnjudkan  penyelenpgaraan
pelayanan  publik wesual  dengan  anan - penyelenggarani
pemerintah yang baik, dan guna mewnjudkan kepantlan hak
dan  kewajiban  berbapgal  pihak  yang  terkalt  dengan
penyelenggaran pelayanan, setinp penyelenggarann pelayanan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

bahwa untuk memberiknon acunn dalam pentlalan ukvarn
kinerja kualitas penyelnggarann pelayanan dimakaud huaral o,
maka  perlu  ditetapkan  Standar - Pelayanan dengan
keputusan Kepala Badan Kesatunn Dangsa dan Politik Kot
Metro.,

. Undang-Undang, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan
Publik;

. Peraturan  Menteri  Pendayagunann  Aparatur Negara  dan
Reformasi Birokrasi No, 15 Tabhun 2014 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang,

Pelayanan Publik;

. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2025 Tentang

Perubahan Kedua Alas Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor
24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan don  Husunan

Perangkat Daerah Kota Metro;

. Peraturan Walikola Metro Nomor 15 Tahun 2018 Tentnng,

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan,
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Tembusan :
1. Wali Kota Metro

MEMUTUSKAN
Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Metro meliputi lingkup pelayanan;
a. Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
b. Perubahan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan
Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam perlaksanaan
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan Organisasi Penyelengara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 02 Desember 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Metro

Elmanani, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700115199003 200 3

2. Bagian Organisasi Setda Kota Metro

- Lattat
| Sertifhau oJU 1T
Clektronmd
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Larcwran Kepritunan Kepaba Padan shangpnl Gara Vet
Nomor - 220 /E0GE 28084 /8% 8§ 2YE5
Tanggal : 02 Desember 2025

KOMPONEN STANDAR PELATYANAN DAR] SETIAP JENIS PELATANAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK EOTA METRO

1. Nama Unit Pelayanan: Bidang Politik Dalam Negeri Dan Ormas

"

Jenis Pelayanan Pelaporan Keteradaan Ormas dan
Peadaftazan Ormas.

A. Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

(service delivery)
— Lt o _i_m_______ = =
1. Persyaratan {: 1. Surat permochonan R

g pendaftaran [ pemberitzhiuan
? ditujukan kepada -

Wali Kotz Kota Metro Cg Kepzia Badzn
Kesatuan Bangsa dan Polirik Kotz Metrs
ditandatangzrs cleh Pimpinan Orgznisasi,
yaitu Ketua dan Sekretaris
Dilampiri : a2.8urat keputuszn fentang
susunan pengurus pusat
i provinsi dam kabugpszten /kofz
| seczrz lengkap sesui znggzrzn
‘ dasar yzng ditanda tazngzni

: cleh pimpinan atz1d
( musyazwzrzhi tertinggl dzlam
' crmas tersebut.

; b.Surat Keterangzn bertzdan

| hukum dari Kemenkumbany

; atau Surat Keterangan

| ! Terdaftar (SXT) dard

l Kemendragi

I 2. Akta Pendirian dari Notaris yang memuat

? AD/ART

l 3. Program Kerja (Ditandatangani Ketuz dan

| . Sekretaris)

4., Surat Keterangan Domisili

. Kantor/Sekretariat dari Kepala

| Desa/Lurah dan diketahui cleh Camat

 Setempat (Asl)

5. NPWP atas nama Organisasi

6. Formulir Isian Data Ormas

7. Surat Pernyataan tentang :

| a. Tidak berafiliasi dengan partai politik;

b. Tidak terjadi konflik kepengurusan

| atau tidak dala perkara dipengadilan;

| c¢. Nama, lambang, bendera, tanda
gambar, simbol, atribut dan cap
stempel yang digunakan belum
menjadi hak paten dan/fatau halk
cipta pihak lain serta bukan mililc

T Fies
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HOMPPFONEN | URAIAN

‘ Pemerintahy,

i d Bersedia menertibkan kegiatan,

; PenRE dan/atan angeota

| orpaAnisasi;

o, Kesangaupan melaporkan
perhombangan dan keglatan setiap o |
hin Nf‘]\c\“ ;

[ Bavtangaangiawab terhadap ‘
Keabaahan dan keselumihan isi, data |
dan informasidokumen/berkas vang |
dinevahikan; dan ’

1 Ndak akan melakukan ‘
penvalahgunaan 8KT/8KKO, |

8, Surat Rekomendaat dari Kementerian '

Arama atan peranphat daevah vang ‘
melakaanakan vmsan kekhnsasan \\hlm\a}
Keagamaan; ;

9, Surat Rekomendaai dari Kementrian/SKPD
yvang membidangi urisan kebudayaan
untnk Ormas yang memiliki kekhuasusan ,
bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang |
Maha Isaa, I

10, Burat Rekomendasi davi lwmmm%nn/.\kl‘h
yang membidangi wrnsan tenaga Kerja
untuk ormas serikat huruh dan serikat '
pekerja;

11, Surat Pernyataan Kesediaan atan
persetujuan dard pejabat Negara, Pejabat
Pemerintah dan tokoh masyarakat vang
namanya dicantumkan dalam
Kepengurusan Ormas;

12, Biodata Pengurus Ormas (Ketua,
Sekretards dan Bendahara) atan sebutan
lainnya;

13, Pas foto penguria berwarna, ukuran 4 X 6
terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

v Ketua
v Sekretaris
v Bendahara

14, Foto  copy kartu  tanda  penduduk
elektronik pengurus organisasi;

16, Buktl Kepemilikan atan surat pegjanjian
Kontrak atau {jin pakai Kantor/Sekvetariat
ormas (diatas materal 10,000); (jika pindah
alamat aekretariat);

16, Foto Kantor Tampak Depan dengan Plakat
Sekretariat dan denah lokasi kantor
sekretariat;

17, Surat Keterangan Peraetujuan
Lingkungan,

Bl
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KOMPONEN e' URAIAN
2. Prosedus | - Pelaporan —» Verifikasi Data -+ Verifikasi
| Lapangan — KeabsahanDokumen —
| Penerbitan Surat Keterangan Keberadaan

Organisasi

3. Wakty Pelayanan | Waktu penyelesaian pelayanan maksimal 14
(ernpat belas) hari kerja setelah dokumen
dinyatakan lengkap.

4. Binya[Tarif - : Pelayanan Pelaporan ¥eberadaan Ormas dan
Pendaftaran Ormas tidak dikenakan biaya /
gratis. ’

3. Produk . Surat Keterangan Keberadaan Organisasi i

6. Pengelolaan Pengaduan | - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I

menyediakansarana pengaduan bagi 5
masyarakat

- Kunjungan langsung '

- Email: !

poldagri.kesbangpolkometZ gmail.com

- Web: :

https://kesbangpol.metrokota.go.id/

- Instagram : @kesbangpolkomet i

- NoWa:081374908743 =

B. Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal

organisasi (manufacturing)
. |
1. Dasar hukum : |1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 |

Tentang Organisasi Kemasyarakatan

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang Nomor 2
tahun 2017 tentang Perubahan atas
Undang-Undang
No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-
Undang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentangOrganisasi

- Kemasyarakatan,

| |4, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

: 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan

‘ pengelolaan sistem Informasi Ormas.

' 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

| i 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan i

f i Ormas |

I 16, Peraturan Wali Kota Metro Nomor 20 i
Tahun2022 Perubahan atas Peraturan '

1 Wali Kota Nomor 43 Tahun 2021 tentang

| ! Susunan Organisasi, Tugas dan Pungsi

! ! serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

: Metro.

% 1 l
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E KOMPONEN URAIAN I

2. Sarana dan 11, ATK ‘ e Sl e et - .
prasarana,dan/atan 2. K"."ll"llm‘ PC / Laptop
fasilitas 3. Printer _
4, Kendaraan Dinas Roda 4

3. Kompetensi pelaksana 1. Kualilikasi pendidikan minimal SMA

2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang
PolitikDalam Negeri dan Ormas

3. Memiliki kemampuan
mengoperasikankomputer

4. Teliti dan tekun

4, Pengawasan internal 1 chxﬁaivésati * internal —ié;had'ép fméés'
maupun produk pelayanan dipantau oleh
atasan langsung dan Kepala Bidang Politik
Dalam Negeri dan Ormas, Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.

5. Jumlah pelaksana : |6 (Enam) orang

: kéﬁél-z—lwﬁadaﬁml(esatuan Bangsa dan
Politik Kota Metro menjamin seluruh
pelayanan yang diberikan oleh petugas
sesuai dengan Standar Pelayanan.

6. Jaminan pelayanan

7. Jaminan keamanan H Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Metro menjamin keamanan dan

dankeselamatan
keselamatanpemohon.
pelayanan
8. Evaluasi ) : | Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target
kinerja terukur Pencapaian target dihitung dan
pelaksana dipantau secaraberkala melalui pencapaian
sasaran mutu.
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II. Nama Unit Pelayanan : Bidang Politik Dalam Negeri Dan Ormas
Jenis Pelayanan : Pemberitahuan Perubahan Surat
Keterangan Keberadaan Organisasi

A. Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan
(service delivery)

~ KOMPONEN URAIAN

\
|
|
|

1. Persyaratan :| 1. Surat permohonan pemberitahuan
PERUBAHAN SKKO  (Perpanjangan,
perubahan kepengurusan [/ alamat
sekretariat) organisasi yang ditujukanI
kepada Walikota Metro Cq Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro!
ditandatangani oleh Pimpinan Organisasi,'
yaitu Ketua dan Sekretaris; i

2. Akta pendirian atau statuta orkemas yang
dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD)
dan ART; I

3. Surat Keterangan Berbadan Hukum dari
Kemenkumham atau Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) dari Kemendagri; |

4.Surat keputusan tentang  susunan
pengurus orkemas tingkat pusat, provinsi
dan kabupaten/kota secara lengkap yan
sah sesuai anggaran dasar dan angg
rumah tangga yang ditandatangani oleh

Pendiri/PimpinanMunas/Muswil/ Musyaw

arah Tertinggi dalam ormas tersebut;

S. Surat keterangan domisili sekretariat
ormas dari Kepala Desa/Lurah, dan
diketahui oleh Camat Setempat (Asli);
(Jika Pindah alamat Sekretariat)

6. Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan
(Asli);

(Jika Pindah alamat Sekretariat)

7. Surat Pernyataan tentang :

a. Surat pernyataan tidak berafiliasi secaral
kelembagaan dengan Partai Politik;

b. Surat pernyataan tidak dalam sengketa
kepengurusan atau tidak dalam perkara
di pengadilan;

c. Surat permnyataan bahwa nama,
lambang, bendera, tanda gambar,
simbol, atribut, dan cap stempel yané
digunakan belum menjadi hak paterﬁ
dan/atau hak cipta pihak lain serta:
bukan merupakan milik Pemerintah; |

d. Surat pernyataan kesediaan

4 Bala . i _
d Leruifibasl - i - N ‘ U 003 Pasal O aye ! “informa Elektronik dan/otau D wn Liekt x Car:at
N\ shtrond ’ i sl

-
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KOMPONEN

2. Prosedur

3, Waktu Pelayanan

4. Biaya/Taril
5, Produk

0. Pengelolnan Pengaduan

UUMAIAN

enerilibnn kegioton, geogirus dan /[
Al il 1 g,

oo Hueal  pernyitang bmhwa saiiggg)
nenyangeban  lagean  porkembangan
i begiatan orkesming sellap 6 Inilan
nediali,

I Bural  pernystonn  betlanggangjawnh
erhadap  kealisahan  keselurahan - s,
data  dan  infonmasl  dokimen/berkas
v disepnhloan)

i Hural eyl T akan)
menyulahguniakan BKT / BKKO);

M odata pengaruas  orimas,  yaltn - ketus,
solretarin, dan bopdahiara  atan sebutan
lninnya;

Pas lolo pengurs berwarna, akaran 4 % 0,

tesrbiarve diskivin 3 (Uggg) balan tegakhirg

Fota copy Kantu Tands Penduadule Klekironik

PEOEITIS organisas,

O, Bkl kepemililkan, ntan sural - porjanfinn
kontrak il ijin piakal dari
pemilile/ pengelola untuk keabsalin
kantor/selaetariat - orman  (dintan  materal
Kp. 10,000,);

(Jika Pindah alamat Bekretariat)

10, Voto kantor  atan wekeotarial — ormas,)
tampitke depan yang imemual papan nmimea
(Peranen)  dan denah  lokasl  kantor
weliretarialg
(Jika Pindah alamat Bekretariat)

Permohonan  + Verlfikasl Data + Verlfikasl
Lapangan  (Jlka  pindah  sekrotariat)
Keabsahan Dokumen - Hurat Keterangnn
Kehoradnan Organinnsi

Wakin penyelesalan pelayanan maksiimal 7
(tJuh) harl kerja setelah dolkamen dinyatakan
lenphiap

Pelayanan Hurat Keterangan Keberadn
Organtaaal tdak dikenakan binya / pratis,

Hurat Keterangan Keboradaan Organinanl

Hadan Kesatuan Dangsa dan Politik
menyedialansarmna pengaduan bagl
minyarakal;

Kunjungan langsung
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KOMPONEN ' URAIAN

- Email @
poldagri.kesbangpolkometi gmail.com
- Web:
https://kesbangpol.metrokota.go.id/
- Instagram : @kesbangpolkomet
- NoWa: 081374908743

B. Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di
internal organisasi (manufacturing)

s - o ——

KOMPONEN URAIAN l

1. Dasar hukum : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
tahun 2017 tentang Perubahan atas
Undang-Undang
No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-
Undang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentangOrganisasi
Kemasyarakatan,

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan
pengelolaan sistem Informasi Ormas.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan
Ormas

6. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30
Tahun2022 Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

4 Metro. , -
2, Sarana dan : 11. ATK

prasarana,dan/atau 2. Komputer PC / Laptop

fasilitas 3. Printer

4. Kendaraan Dinas Roda 2

amtmssmdioe gt gt bt
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KOMPONEN

URAIAN

3. Kompetensi pelaksana

2. Memiliki pengetahuan tentang Bidang

1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA

Politik Dalam Negeri dan Ormas.
3. Memiliki kemampuan
mengoperasikan komputer
4. Teliti dan tekun

4. Pengawasan internal

: | Pengawasan

internal térhadap prbses
maupun produk pelayanan dipantau oleh
atasan langsung dan Kepala Bidang Politik
Dalam Negeri dan Ormas dan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
secara berkala

S. Jumlah pelaksana

1|2 (dua) orang

6. Jaminan pelayanan

: |[Kepala Badan Kesatuan ~Bangsa dan

Politik menjamin seluruh pelayanan yang

diberikan oleh petugas sesuai dengan
Standar Pelayanan.

7. Jaminan keamanan : |Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dankeselamatan Kota Metro menjamin keamanan dan
pelayanan keselamatanpemohon.

8. Evaluasi : | Kinerja pelaksana ditetapkanumelalui targer
kinerja terukur Pencapaian target dihitung dar
pelaksana dipantau secara berkala melalui pencapaian

sasaran mutu.
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